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BUPATI ACEH BESAR 

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR 

NOMOR 25 TAHUN 2023 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI ACEH BESAR NOMOR 21 
TAHUN 2022 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH KABUPATEN 

ACEH BESAR TAHUN ANGGARAN 2023 

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM 

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA 

BUPATI ACEH BESAR, 

Menimbang: a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Presiden 

Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan 

Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga 

Satuan Regional, maka Peraturan Bupati Aceh Besar 

Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan 

Pemerintah Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2023 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh 

Besar Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas 

Peraturan Bupati Aceh Besar tentang Standar Harga 

Satuan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar Tahun 

Anggaran 2023 perlu diubah kembali; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Kedua atas 
Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 21 Tahun 2022 
tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten 
Aceh Besar Tahun Anggaran 2023. 

I. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang 

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten 

Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 1092); 

Mengingat 



- 2 ­  

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 
2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6409); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 11  Tahun 2006 tentang 
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4633); 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang­ 
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6856); 

7. Undang-Undang Nomor I Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6757); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 1  Tahun 2 0 1 0  tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

6. 
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan 
atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 ten tang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6523); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

1 1.  Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 

2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 
16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2021 Nomor 63); 

12. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang 
Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 

2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 
33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
112); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 

tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
1447); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781); 

15. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2006 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Daerah Kabupaten 
Aceh Besar Tahun 2006 Nomor 03 Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 03); 
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16. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangk:at Daerah 
Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Kabupaten Aceh Besar 

Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten 
Aceh Besar Nomor 55); 

MEMUTUSKAN : 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI ACEH 

BESAR NOMOR 21 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR 
HARGA SATUAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR 

TAHUN ANGGARAN 2023. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 21 Tahun 
2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar Tahun 
Anggaran 2023 (Serita Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2022 Nomor 21) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 7 
Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Besar tentang 
Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 

2023 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2023 Nomor 7) diubah 
sebagai berikut: 

Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 3A yang 
berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 3A 

(1) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dilakukan secara at cost (biaya 
riil). 

(2) Pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam negeri bagi pimpinan dan 

anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dilakukan secara lumpsum 

dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran, 
dan akun ta be!. 

Pasal II 

Merubah Lampiran Peraturan Supati Aceh Besar Nomor 21 Tahun 2022 
tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar Tahun 
Anggaran 2023, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh 
Besar Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh 

Besar tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar 
Tahun Anggaran 2023 
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Pasal III 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh 
Besar. 

194/NTO 4 M 

Ditetapkan di Kota Jantho 
pada tanggal ( M o e de  2023 M 

22 i2ah\v I A�;,- l�H 
I ·ESAR, 

� 

Diundangkan di Kota Jantho 
pada tanggal ( Me@auger 2023 M 

22 pa%tut AkK 1445 H 

·, 

BERITA DAER~H . .-  EN ACEH BESAR TAHUN 2023 NOMOR 25 



LA4PIRAN 

PERATURAN BUPATT ACEH BESAR 

NOMOR 2S TAHUN 2023 
TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPAT 

NOMOR 2I TAHUN 2022 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN 
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN ANOGARAN 2023 

RINCIAN STANDAR HARGA SATUAN PEMERIHNTAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN ANGGARAN 2023 

o 
KODE KELONPOK 

URAIA 8PESIFTKAST SAT0AN HARGA SATUAN BARANG 

f a , 

• • • 

8.L.02.04.0L.0004 Bebe Per$al pl. f%rt ferti Dal Ket 

SATUAN BLAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTENUAN DILDAR KANTOR SETTNGKAT KEPALA 
Biaya cgatan Ra pat Atau Pertemuan Diluau 

1465 8.1.02.04.01.0004.00001 Kantor Setingkat Kepala Daemah Atau Belon FuLIBoad Orang/ Paket 1.075.000,00 
II Powinsi Aceh 

Biaya egiatan Rapat Atau Pertemuan Diluar 
1466 8.1.02.04.01.0004.00002 Kantor Setingkat Kepola Daemah Atau Esclon Fu[lay orang/ Paket 575.000,00 

II Prowinsi Aceh 

Biaya Kegiatan Rapat Atau Pertemuan Diluar 
1467 8.1.02.04.01.0004.00003 Kantor Setingkat Ke pala Dacrah Atau Eselon Halfda Orang/Paw.ket 413.000.00 

Provinsi Aceh 

Biaya Kegiatan Rapat Atag Perteruan Diluar 
1468 8.1.02.04.01.000/4.00004 Kantor Setingkt Kc pala Dae rah Atau Elon L Residence Orang/ Pa.ket 1.116.000.00 

Provinsi Ace.h 

Bia ya Kegiatan Rapat Atau Perteman Diluar 
1469 8.1.02.04.01.0004.00005 Kantor Setingkat Kepala Daera.h Atau Eselon I FuAlday Orang/ Pa.ket 663.000,00 

Provinsi Aceh 

Biava Kegiatan Rapat Atau ertemuan Diluar 
1470 8.1.02.04.01.0004.00006 Kantor Setinglat Kcpala Daerah Atau Esclon I FullBoard Orang/ Paket 1.732.000,00 

Provinsi Aceh 

iaya Kegiatan Rapat Atau Pertemuan Diluter 
147l 8.1.02.04.01.000-4.00007 Kantor Setingkat Kepala Dae rah Atau Esclon L Half@day Orang/ Paet 453.000,00 

Provinsi Aeeh 

8.1.02.04.01.000Be».8 Perjho Die Pet let Ler Kott. 
8ATUAN UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAD PERTEMUAN LUAR KOTA 

Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan 
Dalam Kota Lebih dnni 8 Jan Orang/Hai 115.000,00 

luar Kota Papua Barat Daya 

Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan 
Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Orang/Han 140.000,00 luar Kota Papua T 

Lang Harian Keyiatan Rapat atau Perteruan 
Dalam Kota Le bih dari 8 Jam Orang/ Hari 140.000,00 luar Kota Papua Selatan 

Uang Harian cgatan Rapat atau Pertemuan 
Dalam ota Lebih dari 8 Jar Orang/ Hari 140.000.00 luar Kot Papua Pegyunungan 

Uang Harian Kegiatan apat atau Perteruan Dalam Kota/Lr Kota Sehrt 
Orang/Hari 160.000,0O lunar Kota Papua arat Days Penuh da Menginap 

Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan Dalam Kota/Luar Kot Schari Orang/Hai 200.000,00 uar Kota Papua Tengah Penuh dan Menginap 

Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan Dalam Kota/Luar Kota Schari 
Orang/Har 200.000,00 luar iota Papua Sclatar Penuh dan Menginap 

Uang Harian esatan Rapat atau Pertemuan Dlam Kota/ Luar ota Schar 
Orang/Hani 200.000,00 luar Kota Papua Pegunungan Peuh dan Menginap 

Lang Harian Kegiatan Rapat atau Perteruan Dalam Kota Lebuh da1 12 
Orang/ Hai 160.000,00 [luar Kota Papua Barat Daya Jan 

Jang Harian egiatan Rnpat atau Pertemuan Dalam ota Lebih dart 12 
Orang/ Hari 200.000,00 luar Kot Pou Ten Jam 

Uang Harian Keyiatan Ra pat atau Perteruan Dalam ota Lebih dari 12 Orang/Hani 200.000,00 luar Kota Papua Selatan Jam 

[unng Harinn K� Ro.pat 1111111 Peru:munn Dalam Kota Lebih dai 12 
Orang/ Hari 200.000,00 luar Kota Papua Pegunugan Jan 

SA.TUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DIAS DALAM NEGERI (LUAR KOTAJ 

Pejabat Esalon I/ Golongan 

1626 8.1.02.04.01.0005.00135 Biaya Penginapan Perjaanan Dinars Dalam V/AngRota Lembag 
Orang / Harl 1.533.000,00 Negeni Aceh Keistimcrwan Aeh/ Ketua 

Dharma Waita Kabu paten 

1627 8.1.02.04.01.0005.00136 Biaya enginapan Perjalanan Dinas Dalam Pejabut E'salon IV/Golonga 
Orang/ hari 770,000,00 N Aeh I, I, dan I 

1628 8.1.02.04.01.0005.00175 Biaya Pengunapan Perjalanan Dinas Dalam Bu pati/wakdt 
Orang/ hart 8.720.000,00 e DK Jakarta Bueat/Point DPR 

Anggota DPRK/Peabat Esalon 
la/ Pejabat Eselon Lb/Ketua 
Lembag Keistirewan 

1629 8.1.02.04.01.0005.00176 
Biava Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Aceh/ADC Bu patl dun Wakedl 

Orang/ hani 2.063.000.00 Negeri DKI Jakarta Bu pati /ADC Ketua 
DPRK/Ketua PKK dan Wakil/ 
Ketua Dekranas dan Wake~l TP 
PKK Kabupaten 

eterogarernlot 

+en.bercorer pngb.rpo bed.eon de. teeth.et.erk.. • 4d dale AN 

lpelel.serer perjelerrcrn bras tide.ke mnggurelearn fa ite prgin.peon, ala ibrilarn briar pngin.a p er  

carer  burrs«beer 30% ttlg pl.h persern deiterrtf penghapon ilea temart tug.cr 

lcr Pergbrae dale rogeribegt phonon arbor ggorte DRE iper ter g9v ane .gi  bl core lug.or 



KODE KELOMPOK 

BARANG 

a 
• • • 

HAROA SA'TUAN 

• 

SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINA DALAM NEGERI [LAR KOT~j 

Uang Harian Perjalannn Dinas Dalam Negeri 
ua Barat Dava 

Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri 
Papua Teno 

Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri 
Pua a Selatan 
Uang Harian Peralanan Dinas Dalam Negeni 
Papua o» nun 

Lr KOta 

Luar Kota 

Luar Kota 

bar Kota 

Orang/ Hari 

Orang/ Har 

Orang/Hani 

480.000,00 

580.000,00 

480.000,00 

480.000,00 

6AT0AN BLAYA DANG HARLAN PER.JALANAN DINA DALAM NEGERI (DDKLAT 

1721 18.1.02.04.01.0005.00169 

Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri 
Papua Barat Dava 
Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri 
Pa. a Ten 

Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri 
Pou Sclatan 
Uag Harian Perjalanan Dinas Dalamn Negeri 
Paoua Peynunan 

64TUAN BUAYA DANG REPRESENT AST PER.JALANAN DIAS 

Pejabat Eselon AI (Dalam Kota 

Lebih dai 8 [Delapan) Jam 

SATOAN BUAYA BIAYA TAKSI PERJALANAN DDAS DALAM NEGE 

dani bandara, pelabuhan, 

Orang/Hart 

Orang/Han 

140.000,00 

170.000,00 

170.000,00 

170.000,00 

75.000,00 Uang Representasi Peralanan Dinn 

1727 8.L.02.04.01,0005.00137 Biaya Takes Perjalanan Dinas Dalarm Negeri 
Aeh 

terminal, atau stasiun 
kedatangan menuju antor IOrang,/ kall 
tempat kedudukan asal atau 
memuju tempapt tujuan 

127.000,00 


